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KARANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka
1. Masyarakat Desa Sebagai Suatu Sistem dan Unsur-unsur Sistem
Sosial

a. Sistem Sosial Menurut Talcott Parsons
Dalam teori sosiologi modern Parsons memperkenalkan empat
sub sistem dari sistem umum tindakan manusia yaitu organisme,
kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya. Keempat sub sistem ini
sebagai suatu susunan mekanisme yang saling berkaitan yang
mengendalikan tindakan manusia. Dengan demikian, kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat psikologis, norma sosial, dan nilai-nilai
budaya dalam masing-masing sub sistem tindakan manusia.. Tetapi
yang paling dari skema tindakan manusia menurut Parson ini adalah
ide yang menyatakan bahwa sistem pengendalian tindakan manusia

tersusun dalam tata urutan yang bersifat sibernetik.
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Sub sistem tindakan yang dekat ke puncak hirarki yang kaya
dengan informasi tetapi lemah dalam energi mengendalikan sub sistem
yang berada di bawahnya yang lemah dalam informasi tetapi kaya
energi. Dengan demikian :

Sistem budaya mengandung unsur-unsur simbolik pengetahuan,
ide, dan kepercayaan-kepercayaan (kaya energi kurang informasi)
mengarahkan dan memberi makna kepada tindakan manusia. Selain
ketiga lingkungan terpenting, dilihat dari posisi sistem sosial masih ada
lingkungan sekunder yaitu realitas tertinggi dan alam fisiko-organik.
Secara berurutan, keduanya merupakan lingkungan terdekat sistem
budaya dan sistem sosial yang mengendalikan tingkah laku manusia.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial dapat dianalisis dari
empat fungsinya, yaitu:

- Fungsi pemeliharaan pola; berkaitan dengan hubungan antara
masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kultural.

- Fungsi integrasi; mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-
unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial.

- Fungsi pencapaian tujuan, mengatur hubungan antara masyarakat

sebagai sistem sosial dengan sub sistem kepribadian.
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- Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai
sistem sosial dengan sub sistem organisme tindakan dengan alam
fisiko-organik.'

Pengertian masyarakat dan kajian sosiologis menurut Selo Soemarjan

dan Soeleman Soemardi.

Masyarakat menurut Selo Soemarjan dan Soeleman Soemardi
adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan
kebudayaan masyarakat itu berupa struktur sosial yaitu kaidah-kaidah
sosial (norma-norma sosial). Lembaga sosial, kelompok-kelompok
serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal-balik
antara perbagai segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan
politik, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan
lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah
dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial >
Pengertian Desa menurut Soetardjo Kartohadikusumo

Desa sudah ada sejak zaman bangsa Indonesia terjajah sampai
zaman Indonesia merdeka. Menurut Soetardjo Kartohadikusumo Desa
ialah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu

masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.?

' George Ritzer Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Pranada Media, 2005),

hal. 237-242

? Sapari Imam Asy’ari. Sosiologi. (Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007), hal. 15
3 Sapari Imam Asy’ari, Sosiologi Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hal. 94
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d. Pengertian desa menurut Undang-undang

1) UU No. 5 Tahun 1979
Desa menurut UU No. 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
termasuk di dalamnya Kkesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah
Camat dan Negara kesatuan Republik Indonesia.*

2) UU No. 22 Tahun 1999
Desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 ialah desa atau yang disebut
dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.’

3) UU No. 32 Tahun 2004
Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah Desa atau yang
disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

4 Soesabdo Marmo Soedjono, Undang-undang No. 5 Tahun 1979, Jakarta: Presindo, hal. 5
3 Abu Chanif, Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari KKN, Jakarta: PT
Seto Agnes, 1999, hal. 5
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diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan
Republik Indonesia.®
Jadi penulis mengatakan bahwa Desa Sumurgung sudah mengikuti
peraturan yang ada pada Undang-undang yang mengatur tentang
pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa dan Desa Sumurgung
sudah sama seperti yang diungkapkan oleh Soetardjo Kartohadikusumo
tentang pengertian desa.
2. Perubahan Sesial

a. Pengertian Perubahan Sosial

Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu
Pengantar bahwa ada beberapa pengertian tentang perubahan sosial
yang dikemukakan oleh para ahli yakni sebagai berikut:’

Pertama, Gillin dan Gillin mengatakan perubahan sosial sebagai
suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena
perubahan-perubahan  kondisi geografis, kebudayaan material,
komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau pun
penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Kedua, Kingsley mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai
suatu perubahan yang terjadi dalam struktur misalnya timbulnya
pengorganisasian buruh  dalam masyarakat kapitalis telah
menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan

politik.

¢ Undang-undang Otonomo Daerah, Jakarta: Presindo, 2006, hal. 6
7 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu pengantar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), hal. 303-

305
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Ketiga, Selo Soemardjan rumusnya adalah segala perubahan-
perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat
yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai
sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam
masyarakat.

Keempat, Samual Koening mengatakan bahwa perubahan sosial
menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi karena sebab-sebab
ekstern.

Kelima, William F. Ogborn mengatakan bahwa perubahanm
sosial adalah perubahan-perubahan yang meliputi unsur-unsur
kebudayaan baik material maupun immaterial.

Lebih jauh lagi Mac Iver mendefinisikan unsur material ini
dipandang sebagai sebuah mekanisme dan organisasi yang dibuat
manusia untuk memenuhi dan menguasai kondisi kehidupannya baik
itu berupa sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material,
sedangkan unsur immaterial adalah sebuah ekspresi jiwa yang
terwujud dalam cara-cara hidup, berpikir, tingkah laku, pada pergaulan

hidup dan lain sebagainya.

. Proses Perubahan Sosial

1) Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan
Keserasian atau harmoni dalam masyarakat (social
equilibrium) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap

masyarakat. Dengan keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai
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suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi.

Semua masyarakat menginginkan keserasian dalam
kehidupan kemasyarakatannya oleh karena itu apabila terjadi
gangguan terhadap keadaan keserasian tersebut maka masyarakat
akan menolak. Akan tetapi apabila masyarakat tidak dapat
menolaknya maka akan ada suatu paksaan oleh suatu kekuatan.
Ada kalanya unsur-unsur baru dan lama bertentangan dan
memengaruhi norma dan nilai masyarakat, ini jelas akan
mengganggu keserasian masyarakat dan menyebabkan ketegangan.
Apabila ketidakserasian dapat dipilih maka penyesuaian
(adjustment)  jika sebaliknya dinamakan ketidakserasian
penyesuaian sosial (maladjustment) yang akan menyebabkan
terjadi anomie
Saluran-saluran perubahan sosial

Saluran-saluran perubahan sosial merupakan saluran-saluran
yang dilalui oleh suatu proses perubahan, umumnya saluran
tersebut adalah lembaga kemasyarakatan dalam bidang
pemerintahan, ekonomi, pendidikan agama dan lainnya. Lembaga
kemasyarakatan yang menjadi titik tolak terganggu pada cultural
focus masyarakat pada suatu masa tertentu. Perubahan lembaga
kemasyarakatan lainnya, karena lembaga kemasyarakatan itu

adalah suatu sistem yang terintegrasi.
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3) Disorganisasi (disintegrasi) dan Reorganisasi (reintegrasi)

Organisasi merupakan suatu artikulasi dari bagian-bagian
yang merupakan bagian dari suatu kebutuhan yang sesuai dengan
fungsi masing-masing seperti tubuh manusia.

Disorganisais atau disintegrasi adalah proses perubahan yang
terjadi dalam lembaga kemasyarakatan. Sedangkan reorganisasi
atau reintegrasi adalah proses pembentukan norma dan nilai yang
baru agar sesuai dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami
perubahan. Reorganisasi dilakukan apabila norma dan nilai yang
baru telah melembaga (institutionalized) dalam diri warga.®

3. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat desa di
Indonesia
a. Perubahan sistem budaya
1) Perubahan nilai dari terjajah sampai merdeka

Pada waktu terjajah nilai-nilai masyarakat tidak ada karena
orang-orang tidak mempunyai kemerdekaan atau kebebasan dalam
bertindak atau berperilaku seperti zaman dahulu orang dipaksa
untuk kerja rodi. Contoh : dahulu desa mempunyai adat-istiadat
slametan setelah panen di sawah seiring dengan perkembangan
zaman budaya tersebut terkikis menjadi tasyakuran yang
dilaksanakan di rumah penduduk. Dan masyarakat menciptakan
lapangan kerja seperti home industri yang dapat memberikan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

8 Soerdjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hal. 330-335
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Perubahan aturan hukum

Dahulu masyarakat desa yang ada di Indonesia memakai
aturan hukum warisan Belanda tetapi setelah merdeka masyarakat
desa menggunakan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan
peraturan pemerintahan yaitu di antaranya aturan yang dipakai
adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan
desa dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan desa, sebagai aturan hukum yang dipakai dalam
masyarakat desa, selain itu juga menggunakan aturan hukum yaitu
UUD 1945, hukum privat, hukum publik dan lain-lain.
Pembangunan nasional

Pemerintah melaksanakan Pelita (perubahan lima tahunan)
pada Pelita II diadakan pembaharuan sistem pemerintahan dan
pada Pelita IIl untuk mempercepat pembangunan nasional.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan
negara dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4
kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945
tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan
yaitu (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

(2) ditiadakannya GBHN penyusunan rencana pembangunan
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nasional dan, (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi
pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang
merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara
Indonesia yang dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara
Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah
pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan mencukupi
kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Rencana
pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025,
selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan seluruh maksud
memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen
bangsa pemerintah masyarakat dan dunia usaha di dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi
dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh
upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis,
koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam
satu pola sikap dan pola tindak.

Landasan Idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan

konstitusional nasional Undang-undang Dasar Negara Republik
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Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

langsung dengan pembangunan nasional.

b. Perubahan sistem sosial

Struktur sosial masyarakat desa pada tahun 1950-an terbagi
berdasarkan luas kepemilikan lahan menjadi dua golongan besar yaitu
buruh tani dan pemilik tanah. Buruh tani mempunyai kedudukan sosial
yang paling bawah dengan aktivitas ekonomi yang terbatas pada
pengarahan tenaga buruh upahan kepada kaum pemilik tanah.
Beberapa di antaranya mencoba untuk membakukan kegiatan ekonomi
lainnya namun masih terbatas pada jenis perdagangan kecil. Berbeda
dengan kaum tuan tanah yang mempunyai kegiatan ekonomi lebih
bervériatif dan skala jauh lebih besar. Perkembangan struktur sosial
masyarakat desa saat ini masih mengenal adanya dua strata tersebut,
namun kegiatan ekonomi yang ada telah lebih berkembang sehingga
kesejahteraan buruh tani dapat lebih meningkat. Pada kemitraan yang
sejujurnya juga telah terbentuk antara buruh tani dan pemilik tanah,

suatu yang tidak dijumpai pada tahun 1950-an.’

? http :// learning — of slametwidodo.com/2008/02/0 1/struktur sosial masyarakat desa cibodas dari
masa ke masa. Html diakses 29 Desember 2008.
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B. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dari yang dilakukan oleh penulis yang mempunyai

relevansi dengan tema penelitian yakni perubahan sosial pasca reformasi,

peneliti mendapatkan dua hasil penelitian yaitu:

)

2)

Penelitian yang diakses dari internet ditulis oleh : Kolonel Ctp Drs. Umar
S. Tamansyah dan Lettu Sus Achmad Jaing yang berjudul “Menggali
Peran Balitbang Dephan di Daerah Banten”. Peneliti memfokuskan pada
proses perubahan sosial dan pertahanan negara semenjak otonomi daerah
diperlakukan bersamaan dengan menurunnya rasa persatuan dan
kebersamaan (gotong royong) pada masyarakat Banten ini, dipengaruhi
pemerintahan daerah melakukan pembangunan yang meluas sehingga
terjadi penyempitan lahan pertanian dan jumlah pengangguran bertambah.
Seiring dengan itu nilai-nilai kebijakan dan kebajikan sosial anggota
masyarakat menjadi terkikis. Sekarang yang mengemukakan adalah nilai
ekonomi (semua diukur dengan uang). Kondisi inilah yang melahirkan
wacana perlu adanya Kantor Wilayah Depatemen Pertahanan (Kanwil) di
setiap provinsi agar tercipta kedamaién dan mencegah angka kriminalitas.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.'®

Osrar Iskandar “Demokrasi Minang” : Upaya Menggeser Mitos menjadi
Realitas di Minangkabau. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa
proses perubahan sosial pasca otonomi daerah yang mana budaya

Minangkabau dapat menerima budaya luar, asal budaya tersebut dapat

' hitp ://209.85.175.132/search:menggali peran balitbang dephan di daerah banten. Hl=id diakses
29 Juni 2008.
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merubah nilai sosial lebih maju. Otonomi daerah sebagai distribusi
kewenangan pemerintah pusat ke daerah juga masih kerap mengalami
distorsi, seperti adanya korupsi pejabat lokal, birokrasi yang belum
berubah anarki, serta politik uang. Namun, optimisme tetap perlu
dinyatakan sekalipun secara konseptual, nilai-nilai peradaban demokrasi
tak sepenuhnya terkandung dalam khazanah budaya lokal, tetapi dinamika
dan dialektika yang terjadi menunjukkan bahwa Minangkabau memiliki

modal sosial dan cultural yang besar untuk melangkah lebih maju."’

"' http :// melayu online.com/article/?a = demokrasi minang-upaya menggeser mitos menjadi
realitas. diakses 29 Juni 2008.



